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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari uraian yang sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa 

penelitian sebagai berikut: 

1. Substansi yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan kluster 

ketenagakerjaan, baik bagi pihak pemberi kerja maupun pihak pekerja 

menunjukkan bahwa terdapat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan yang diubah, dihapus atau ditetapkan peraturan 

yang baru oleh Undang-undang Cipta Kerja. Namun dalam klaster ketenagakerjaan 

tersebut ditemukan berbagai substansi yang dapat menyebabkan para pembaca baik 

dari pihak pekerja, pemberi kerja, ataupun masyarakat mengalami ketidakjelasan. 

Setelah dilakukan analisis lebih lanjut ditemukan beberapa kalimat ataupun kata 

yang membuat perubahan pengaturan pasal-pasal yang sebelumnya diatur di dalam 

Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu Undang-Undang Cipta Kerja 

perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksana yang diamanatkan oleh 

undang-undang itu sendiri guna mendukung aspek ekonomi, sosial, politik 

Indonesia. 

 

 

 

2. Permasalahan yang dapat muncul dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta 

Kerja apabila ditinjau dari prespektif hukum ketenagakerjaan tentunya juga beragam 

sesuai dengan sektor-sektor ketenagakerjaan yang diatur yakni sektor Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, 

Pemutusan Hubungan Kerja, Pengupahan, dan Penyelenggaraan Program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan. Masalah-masalah tersebut ialah penyederhanaan peraturan 

yang dapat mengakibatkan bisa terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak 

pemberi kerja.  Peluang atau kesempatan pekerja/buruh yang dikhawatirkan makin 

sulit untuk dicapai, selain itu kompensasi yang juga dikhawatirkan pekerja/buruh 

tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka seperti yang sebelumnya diatur dalam 

Undang-Undang Ketenagakerjaan. Serta kekhawatiran pemberi kerja kepada 
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ketertarikan investor yang rendah karena dengan adanya perubahan pengaturan uang 

pesangon yang mengakibatkan biaya perusahaan makin tinggi. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut maka dapat diberikan saran penelitian 

sebagai berikut: 

1. Disarankan kepada para Pekerja agar mempelajari dan memahami Undang-Undang 

Cipta Kerja supaya dalam penerapannya dapat sesuai dengan aturan yang berlaku 

dan jika terdapat tidak dipenuhinya hak-hak pekerja, dapat dilaporkan segera 

kepada aparat yang berwenang agar kepastian hukum bagi para pekerja dapat terus 

dijaga. Pekerja juga diharapkan bisa melakukan judicial review dengan bantuan 

lembaga hukum agar berbagai pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja serta 

Peraturan Pelakasananya yang mengurangi hak pekerja dapat dibatalkan sehingga 

tidak terjadi penurunan derajat kesejahteraan pekerja.   

2.  Disarankan bagi para Pemberi Kerja untuk melaksanakan kewajibannya sesuai 

dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun 

dalam Peraturan Pelaksananya dengan baik, jujur, dan solider agar kepastian 

hukum bagi pekerja ataupun pemberi kerja dapat bersama terjamin dan 

terlaksanakan, sehingga terpenuhi hubungan industrial yang harmonis. 

3. Disarankan bagi Lembaga Legislatif untuk membentuk hukum yang akan 

mendukung terlaksananya dari Undang-Undang Cipta Kerja dengan 

memperhatikan keadaan dan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya karena 

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan payung hukum yang akan menjadi dasar 

untuk membuat peraturan lain pada masa yang akan datang. 

4. Disarankan bagi Pemerintah pusat untuk membuat ketentuan dari peraturan 

pelaksana yang disesuaikan dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang 

Cipta Kerja.Peraturan pelaksanan tersebut jangan sampai menimbulkan 

permasalahan baru bagi para pihak dalam hubungan kerja. 

5. Untuk Pemerintah Daerah disarankan untuk membuat ketentuan dari peraturan 

daerah yang menyesuaikan dengan ketentuan dalam   Undang-Undang Cipta Kerja 

dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja.  
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